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ABSTRAK 

Negara kesatuan Republik Indonesia merupakan negara kepulauan dengan berciri 

nusantara yang disatukan oleh wilayah perairan dan udara dengan batas-batas, 

hak-hak, dan kedaulatan yang ditetapkan oleh Undang-Undang. Sebagai negara 

kepulauan, Indonesia memiliki tuntutan dalam hal sarana transportasi yang relatif  

lebih cepat, salah satunya yaitu melalui udara yang menjadi kebutuhan yang tidak 

bisa diabaikan. Sehubungan dengan itu, maka peran pesawat udara selaku alat 

transportasi akan menjadi alternatif yang strategis, namun demikian pertumbuhan 

transportasi udara juga dapat disalahgunakan oleh sebagian pihak dengan 

melakukan perbuatan melanggar hukum.Penelitian ini dilakukan untuk 

mengetahui bagaimana bentuk pertanggungjawaban pelaku tindak pidana di 

dalam pesawat udara berdasarkan ketentuan hukum pidana dan juga untuk 

mengetahui kebijakan penanggulangan tindak pidana penerbangan di 

Indonesia.Penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif dan deskriptif 

analitis.Dari penelitian ini penulis menemukan bahwa barang siapa dalam pesawat 

udara dengan perbuatan yang melawan hukum merampas atau mempertahankan 

perampasan atau menguasai pesawat udara dalam penerbangan dipidana dengan 

pidana penjara selama-lamanya dua belas tahun sesuai dengan pasal 479l KUHP. 

Adapun bentuk penanggulangan tindak pidana penerbangan di Indonesia melalui 

prosedur tetap pengamanan perusahan pengangkutan udara yang sesuai dengan 

Keputusan Menteri KM.73 Tahun 1996 tentang pengamanan penerbangan sipil 

dan juga pelaksanaan prosedur pemeriksaan penumpang yang sesuai dengan 

Peraturan Direktur Jendral Perhubungan Udara SKEP/2765/XII/2010 yang 

mengatur tentang tata cara pemeriksaan keamanan penumpang. 

Kata Kunci: Pertanggungjawaban Pidana, Tindak Pidana di Dalam Pesawat  
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ABSTRACT 

The unitary state of Republic Indonesia is an archipelagic country characterized 

by an archipelago which is united by territorial waters and air with the 

boundaries, rights and soverignty stipulated by the act. As an archipelagic 

country, Indonesia has demands in terms of transportation facilities that are 

relatively faster, one of which is through air, which is necessity cannot be 

ignored. In connection with that, the role of airplanes as a means of 

transportation will be a strtegic alternative.However, the growth of air 

transportation can also be misused by some people by violating the law. This 

research was conducted to find out the term of accountability of criminal 

offenders in airplane based on the provisions of criminal law and also to know the 

policy of aviation crime in Indonesia. The study uses normative and analytical 

descriptive research methods. From this study the authors found that anyone in 

the airplane with the act unlawful appropriation or seize or retain control of 

aircraft in flight shall be imprisoned for twelve years in accordance with Article 

479l of the Criminal Code. The form of aviation crime in Indonesia through teh 

fixed procedure of securing air transport companies in accordance with 

Ministerial Decree KM.73 of 1996 concerning civil aviation security and also the 

implementation of passenger inspection procedures in accordance with the 

Director General of Civil Aviation SKEP/2765/XII/2010 which regukates 

procedures for checking passengers security. 

Keywords: Criminal Responsibility, Criminal Acts On The Plane  
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